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ABSTRAK
Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha lahir
berdasarkan perjanjian kerja yang menimbulkan
hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktik
hubungan industrial, masith sering terjadi
pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak
oleh perusahaan tanpa memenuhi prosedur dan
ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut
berpotensi merugikan pekerja karena
menghilangkan sumber penghidupan dan hak-hak
normatif yang seharusnya diterima. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
mengenai pemutusan hubungan kerja dalam
perspektif  hukum  perdata dan  hukum
ketenagakerjaan di Indonesia, serta mengkaji
perlindungan hukum bagi pekerja terhadap
tindakan PHK sepihak berdasarkan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025.
Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
PHK harus dilaksanakan berdasarkan alasan yang
sah dan melalui mekanisme yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan. PHK yang
dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan pekerja
atau tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan  hubungan industrial merupakan
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
hak pekerja. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025 menegaskan
pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja
dengan memberikan hak atas kompensasi dan
pemenuhan hak-hak normatif akibat PHK yang
dilakukan secara tidak sah.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja,
PHK Sepihak, Perlindungan Hukum, Hukum
Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial.

PENDAHULUAN

Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam
pembangunan ekonomi nasional dan memiliki
peran strategis dalam menunjang kegiatan produksi
perusahaan. Oleh karena itu, negara berkewajiban
memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak
pekerja guna mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis, adil, dan seimbang. Perlindungan
tersebut merupakan perwujudan amanat Pasal 28D
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak wuntuk bekerja serta
memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.
Hubungan kerja pada dasarnya lahir dari adanya
perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang
memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak. Perjanjian kerja tersebut menjadi dasar
terbentuknya hubungan hukum yang mengikat dan
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam
perspektif hukum perdata, hubungan kerja
merupakan bentuk perikatan yang menimbulkan
konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian
kerja dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang
menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dalam praktik hubungan industrial, salah
satu permasalahan yang sering terjadi adalah
pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak
oleh perusahaan. PHK merupakan tindakan yang
pada prinsipnya harus dihindari karena dapat
berdampak langsung terhadap keberlangsungan
hidup pekerja dan keluarganya. Namun demikian,
dalam kondisi tertentu PHK tidak dapat dihindarkan
dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
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oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur
bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan
pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi
PHK. Apabila PHK tidak dapat dihindari, maka
pelaksanaannya harus dilakukan melalui prosedur
yang ditentukan oleh hukum dan memperhatikan
hak-hak pekerja. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara
sewenang-wenang oleh pengusaha.

Permasalahan muncul ketika perusahaan
melakukan PHK secara sepihak tanpa alasan yang
sah, tanpa melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, atau tanpa
memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan
hukum. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan
dengan prinsip perlindungan tenaga kerja, tetapi
juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan
sosial bagi pekerja. Dalam kondisi demikian,
pekerja  memiliki  hak untuk  memperoleh
perlindungan  hukum  melalui  mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji
adalah sengketa PHK yang telah diputus melalui
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 15
K/Pdt.Sus-PHI/2025. Putusan tersebut menjadi
penting karena memberikan gambaran mengenai
penerapan  hukum  ketenagakerjaan  dalam
menyelesaikan sengketa PHK sepihak dan
menentukan bentuk perlindungan hukum yang
dapat diberikan kepada pekerja yang hak-haknya
dilanggar oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
akan membahas pengaturan hukum mengenai
pemutusan hubungan kerja dalam perspektif hukum
perdata dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia
serta menganalisis perlindungan hukum bagi
pekerja  terhadap tindakan PHK  sepihak
berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai
pemutusan hubungan kerja dalam hukum
perdata dan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi
pekerja terhadap tindakan pemutusan
hubungan kerja secara sepihak oleh
Perusahaan Berdasarkan Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-
PHI/2025?

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui dan Memahami Pengaturan
Hukum Pemutusan Hubungan Kerja dalam
Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan
di Indonesia.

2. Mengetahui dan Memahami Perlindungan
Hukum bagi pekerja trhadap tindakan
Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak
oleh Perusahan.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan  (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum
yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh
kesimpulan yang sistematis dan komprehensif
mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja
yang mengalami PHK secara sepihak.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Pemutusan
Hubungan Kerja Dalam Hukum
Perdata Dan Hukum Ketenagakerjaan
Di Indonesia.
Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) di Indonesia dapat ditinjau dari dua
perspektif hukum, yaitu hukum perdata dan hukum
ketenagakerjaan. Dalam hukum perdata, hubungan
kerja dipandang sebagai suatu perjanjian antara
pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada
prinsip kebebasan berkontrak dan kesepakatan para
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pihak. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 1601
sampai dengan Pasal 1603 KUHPerdata. PHK dapat
terjadi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian,
adanya kesepakatan bersama, atau karena alasan
mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 1603n
KUHPerdata. Apabila salah satu pihak mengakhiri
hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang
sah sebelum berakhimya masa perjanjian, maka
pihak tersebut wajib membayar ganti rugi.
Penyelesaian sengketa dilakukan melalui gugatan
perdata di Pengadilan Negeri.

Sementara itu, dalam hukum
ketenagakerjaan, PHK diatur secara khusus melalui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021. Hukum ketenagakerjaan
menganut prinsip perlindungan terhadap pekerja
sebagai pihak yang dianggap memiliki posisi lebih
lemah dibandingkan pengusaha. Oleh karena itu,
PHK dipandang sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium) yang harus dihindari sejauh mungkin.

Prosedur PHK  menurut  hukum
ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha terlebih
dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada
pekerja mengenai alasan dan maksud PHK. Jika
pekerja menyetujui, maka dibuat Perjanjian
Bersama. Namun apabila pekerja menolak,
penyelesaian harus ditempuh melalui perundingan
bipartit dan, apabila gagal, dilanjutkan melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial hingga ke Pengadilan Hubungan
Industrial.

Perbedaan utama antara kedua sistem
hukum tersebut terletak pada sifat hukumnya.
Hukum perdata bersifat privat dan menempatkan
para pihak pada kedudukan yang setara, sedangkan
hukum ketenagakerjaan bersifat sosio-publik
dengan adanya campur tangan negara untuk
melindungi pekerja. Selain itu, alasan PHK dalam
hukum ketenagakerjaan dibatasi secara tegas oleh
undang-undang dan pekerja berhak memperoleh
kompensasi berupa uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Berdasarkan Pasal 154A Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, PHK hanya dapat dilakukan
karena alasan tertentu, antara lain penggabungan

atau peleburan perusahaan, efisiensi, penutupan
perusahaan akibat kerugian atau force majeure,
kondisi pailit atau PKPU, pelanggaran yang
dilakukan pekerja, serta karena pekerja memasuki
usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami
sakit berkepanjangan. Dengan demikian, hukum
ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang
lebih kuat bagi pekerja dibandingkan pengaturan
dalam hukum perdata.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
merupakan pengakhiran hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban para pihak. Menurut
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang menyebabkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan
pengusaha.

Dalam  perspektif ~ hukum  perdata,
hubungan kerja dipandang sebagai hubungan
kontraktual yang didasarkan pada perjanjian kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 sampai
dengan Pasal 1603 KUHPerdata. Pengaturan ini
berlandaskan  prinsip kebebasan  berkontrak
(freedom of contract) dan asas pacta sunt servanda,
yang menempatkan para pihak dalam kedudukan
yang secara formal dianggap setara. Oleh karena
itu, pengakhiran hubungan kerja pada prinsipnya
dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para
pihak, berakhirnya jangka waktu perjanjian, atau
karena adanya alasan mendesak yang dibenarkan
oleh hukum. Apabila salah satu pihak mengakhiri
hubungan kerja tanpa dasar yang sah, maka pihak
tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pihak
lainnya.

Berbeda dengan hukum perdata, hukum
ketenagakerjaan menganut prinsip perlindungan
terhadap pekerja sebagai pihak yang secara
ekonomi dan sosial berada pada posisi yang lebih
lemah dibandingkan pengusaha. Oleh karena itu,
negara melakukan intervensi melalui berbagai
peraturan perundang-undangan yang bersifat
memaksa (imperatif) guna menjamin perlindungan
hak-hak pekerja. Pengaturan mengenai PHK saat ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
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2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Hukum ketenagakerjaan menempatkan
PHK sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)
yang harus dihindari. Oleh karena itu, PHK hanya
dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang
telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 154A
Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti efisiensi
perusahaan, pailit, penggabungan perusahaan,
pelanggaran pekerja, usia pensiun, meninggal
dunia, atau keadaan tertentu lainnya yang diatur
oleh undang-undang.

Selain mengatur alasan PHK, hukum
ketenagakerjaan juga mengatur hak-hak pekerja
akibat PHK, yaitu berupa uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021. Pengaturan ini
menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak
hanya diberikan sebelum terjadinya PHK, tetapi
juga setelah hubungan kerja berakhir.

Lebih lanjut, Undang-Undang
Ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan
PHK dengan alasan tertentu, seperti pekerja sedang
sakit dalam batas waktu yang ditentukan,
menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan,
menyusui, menjadi anggota serikat pekerja,
maupun karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, atau kondisi fisik. PHK yang dilakukan
dengan alasan-alasan tersebut dapat dinyatakan
batal demi hukum.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai
PHK, penyelesaiannya wajib mengikuti mekanisme
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.  Penyelesaian  diawali ~ melalui
perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa
dilanjutkan melalui mediasi atau konsiliasi, dan
selanjutnya dapat diajukan ke Pengadilan
Hubungan Industrial.

Dengan demikian, pengaturan PHK di
Indonesia menunjukkan adanya pergeseran
paradigma dari pendekatan kontraktual yang
berorientasi pada kebebasan berkontrak menuju
pendekatan perlindungan sosial yang menempatkan
pekerja sebagai subjek yang harus memperoleh

jaminan hukum. Meskipun hubungan kerja lahir
dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata, pelaksanaan PHK saat ini
sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum
ketenagakerjaan sebagai hukum khusus (lex
specialis) yang bertujuan mewujudkan keadilan dan
keseimbangan dalam hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial
merupakan konflik yang timbul antara pekerja dan
pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak
adalah perselisihan yang terjadi akibat perbedaan
pendapat mengenai pelaksanaan atau penafsiran
ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. Sementara itu, Pasal 1
angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
menjelaskan  bahwa  perselisihan  pemutusan
hubungan kerja (PHK) merupakan perselisihan
yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada
dasarnya bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja,
pengusaha, dan pemerintah. Perlindungan terhadap
pekerja diberikan sebagai upaya untuk menjamin
kesejahteraan dan kehidupan yang layak, sekaligus
tetap memperhatikan kepentingan dunia usaha.
Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang
diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak,
kepastian hukum, kemudahan berusaha,
kebersamaan, dan kemandirian.

Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan
berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan
hubungan industrial yang harmonis, adil, dan
seimbang. Melalui pengaturan yang jelas mengenai
hak dan kewajiban para pihak, hukum
ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum
serta menjadi landasan bagi pekerja dan pengusaha
dalam menjalankan hubungan kerja secara
transparan dan bertanggung jawab.



Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Terhadap Tindakan Pemutusan
Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh
Perusahaan  Bersadarkan  Putusan

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 15
K/Pdt.Sus-PHI1/2025.

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan
salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional
yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Dalam konteks
ketenagakerjaan, perlindungan tersebut bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar
pekerja, menciptakan  kesejahteraan,  serta
mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam
hubungan kerja. Oleh karena itu, meskipun
pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan hal
yang dapat terjadi dalam hubungan industrial,
pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh
dilakukan  secara
pengusaha.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia
memberikan perlindungan yang komprehensif bagi
pekerja yang mengalami PHK, baik sebelum

sewenang-wenang  oleh

maupun setelah terjadinya pemutusan hubungan
kerja. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui
prinsip bahwa PHK merupakan upaya terakhir
(ultimum remedium), sehingga pengusaha, pekerja,
serikat  pekerja, dan  pemerintah  wajib
mengupayakan agar PHK dapat dihindari. Selain
itu, pengusaha wajib mengikuti prosedur yang telah
ditentukan, seperti pemberian pemberitahuan
tertulis, pelaksanaan perundingan bipartit apabila
terjadi penolakan, serta penyelesaian melalui
mekanisme hubungan industrial apabila tidak
tercapai kesepakatan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga
memberikan perlindungan terhadap alasan-alasan
tertentu yang dilarang untuk dijadikan dasar PHK,
seperti karena pekerja sedang sakit, menjalankan
ibadah, menikah, hamil, melahirkan, menyusui,

menjadi anggota serikat pekerja, atau karena
perbedaan agama, suku, jenis kelamin, dan kondisi
fisik. Apabila PHK tetap dilakukan secara sah,
pekerja berhak memperoleh kompensasi berupa
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan
uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Selain itu, pekerja yang kehilangan pekerjaan juga
memperoleh  perlindungan melalui  Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang
memberikan manfaat berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dalam hal terjadi perselisihan akibat PHK,
pekerja  memperoleh  perlindungan  melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian
dilakukan melalui perundingan bipartit, mediasi
atau konsiliasi, hingga gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial. Dengan demikian, sistem
hukum ketenagakerjaan ~ Indonesia  telah
menyediakan perlindungan hukum yang berlapis
bagi pekerja terhadap tindakan PHK sepihak, baik
dalam bentuk perlindungan preventif, prosedural,
ekonomis, maupun melalui mekanisme
penyelesaian sengketa guna menjamin terwujudnya
keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan
industrial.

2. Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 15 K/Pdt.Sus-PH1/2025

Perkara ini merupakan perselisihan hubungan
industrial antara Surianto sebagai pekerja
(Pemohon Kasasi) melawan PT Syukur Indah
Mulia sebagai pengusaha (Termohon Kasasi).
Surianto bekerja sebagai Chief Security dengan
upah terakhir sebesar Rp6.275.000,00 per bulan.
Hubungan kerja Dberakhir berdasarkan Surat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 21
Maret 2023 karena pekerja dianggap melakukan
pelanggaran berupa kelalaian dan ketidaksiagaan
dalam menangani peristiwa kebakaran di hotel,
sehingga  menghambat koordinasi  petugas
keamanan. Sebelum PHK dilakukan, perusahaan
telah memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3).
Dalam gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, Penggugat
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meminta pembayaran hak-hak PHK berupa uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak dengan total Rp104.311.250,00.
PHI mengabulkan gugatan sebagian dengan
menyatakan hubungan kerja putus sejak 21 Maret
2023 karena pelanggaran pekerja dan menghukum
perusahaan membayar kompensasi  sebesar
Rp28.237.500,00.

Tidak puas dengan putusan tersebut, pekerja
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan
alasan bahwa hak-hak PHK yang diberikan belum
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PHI
telah tepat dalam menerapkan hukum karena PHK
dilakukan akibat pelanggaran pekerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun
2021, yang memberikan hak kepada pekerja berupa
uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan normal
dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali
ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, Mahkamah  Agung
menemukan kekeliruan dalam penentuan masa
kerja pekerja. PHI menghitung masa kerja sejak 1
Mei 2018, padahal berdasarkan bukti perjanjian
kerja dan kartu identitas karyawan, pekerja telah
bekerja sejak Januari 2014. Oleh karena itu, masa
kerja yang benar adalah sekitar 9 tahun.
Berdasarkan  perhitungan  ulang  tersebut,
Mahkamah Agung menetapkan hak pekerja berupa
uang pesangon sebesar Rp28.237.500,00 dan uang
penghargaan masa kerja sebesar Rp25.100.000,00,
sehingga total kompensasi yang harus dibayarkan
perusahaan menjadi Rp53.337.500,00.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak
permohonan kasasi Pemohon Kasasi, namun
memperbaiki amar putusan PHI terkait jumlah
kompensasi PHK. Mahkamah Agung tetap
menyatakan bahwa PHK vyang dilakukan
perusahaan sah karena pekerja terbukti melakukan
pelanggaran, tetapi pekerja tetap  berhak
memperoleh  kompensasi  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,
perusahaan diwajibkan membayar hak-hak pekerja
sebesar Rp53.337.500,00 secara tunai dan
sekaligus, sedangkan biaya perkara dibebankan
kepada negara karena nilai gugatan berada di bawah
Rp150.000.000,00.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia
mengalami transformasi signifikan, terutama
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan
perbandingan antara Hukum Perdata dan
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat
perbedaan mendasar dalam memandang
kedudukan para pihak, terutama jika terjadi
sengketa. Hukum Perdata melihat hubungan
kerja sebagai kesepakatan yang setara,
sedangkan Hukum Ketenagakerjaan hadir
untuk memberikan perlindungan lebih karena
adanya ketimpangan posisi tawar antara
pengusaha dan pekerja.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) sepihak di Indonesia diatur secara
komprehensif melalui Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
telah diubah dengan Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) serta PP No. 35
Tahun 2021. Tanpa adanya surat penetapan
atau kesepakatan bersama yang sah, PHK
sepihak dianggap belum terjadi secara hukum,
sehingga perusahaan tetap berkewajiban
membayar upah beserta hak-hak lainnya
selama proses perselisihan berlangsung.
Negara menjamin bahwa setiap pengakhiran
hubungan kerja harus dibarengi dengan
pemenuhan hak finansial (pesangon dan hak
lainnya).

B. Saran

1. Mengingat Hukum Ketenagakerjaan
mengedepankan hubungan industrial yang
harmonis, perusahaan dan pekerja sebaiknya
mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama (LKS)
Bipartit. Jangan menjadikan PHK sebagai opsi
pertama. Perusahaan disarankan melakukan
langkah preventif seperti pengurangan shift,
pengurangan fasilitas manajerial, atau

pembatasan kerja lembur sebelum
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memutuskan PHK demi efisiensi. Meskipun
Hukum Ketenagakerjaan bersifat lex specialis,
dasar dari hubungan kerja tetaplah perjanjian
yang bersifat perdata. Para pihak harus sangat
teliti dalam merinci poin-poin mengenai
"pelanggaran yang dapat mengakibatkan
PHK" di dalam Perjanjian Kerja (PK),
Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB). Hal ini penting agar
saat terjadi sengketa, terdapat tolok ukur
objektif yang selaras dengan asas kepastian
hukum dalam perdata.

2. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah
Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025)
disarankan untuk mengkaji ulang kriteria
"efisiensi" pasca-Undang-Undang Cipta Kerja.
Disarankan untuk meneliti lebih lanjut
bagaimana hakim Kasasi menyeimbangkan
antara hak diskresi manajemen perusahaan
dengan hak atas kepastian kerja (job security).
Perusahaan disarankan untuk tidak terburu-
buru melakukan PHK sepihak atas dasar
pelanggaran mendesak. Sebaliknya, pekerja
harus lebih proaktif dalam
mendokumentasikan setiap tahapan hubungan
kerja mereka sebagai bentuk perlindungan diri
secara mandiri.
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